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Abstract: The formulation of this research is how the legal considerations for the issuance of a Joint Ministerial Decree in de-
ciding to dissolve the Islamic Defenders Front Community Organization. What is Administrative Law’s View on the Dissolution 
of the Islamic Defenders Front Community Organization. How is the Human Rights Review on the Dissolution of the Islamic 
Defenders Front Community Organization. This type of research is normative juridical and library research. The results of the 
study. Consideration of the issuance of a joint ministerial decree covering the ministry and law enforcement agencies of the 
police and the prosecutor’s office contains three aspects, namely philosophical, sociological and juridical aspects, Administrative 
Law assesses the dissolution of the Islamic defense front through a joint ministerial decree stating that it is not registered as a 
community organization which is de jure considered disbanded, it is in accordance with existing procedures and mechanisms 
with only the status of a legal entity not being extended which de jure automatically no longer recognizes its legality as a legal 
entity. the dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) based on the Joint Ministerial Decree that the rights of association, 
assembly, and expression of opinion should not be prohibited because it involves the basic rights of citizens in a democratic 
country, but on the other hand the rights This must be limited by laws and regulations or through court decisions that have 
permanent legal force.
Keywords: Juridical, Dissolution of the Islamic Defenders Front
Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri 
dalam memutuskan membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Bagaimana Pandangan Hukum Administrasi 
atas Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Bagaimana Tinjauan Hak Asasi Manusia atas Pembubaran Or-
ganisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Kepustakaan (library research) Hasil 
penelitian Pertimbangan atas terbitnya surat keputusan bersama menteri yang mencakup instansi kementerian dan lembaga 
penegak hukum kepolisian dan kejaksaan memuat tiga aspek yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, Hukum Adminis-
trasi menilai pembubaran front pembela islam melalui Surat keputusan bersama menteri menyatakan tidak terdaftar sebagai 
organisasi masyarakat yang secara de jure dianggap bubar tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada 
dengan hanya tidak diperpanjang status badan hukumnya yang secara de jure otomatis tidak diakui lagi legalitasnya sebagai 
badan hokum Pandangan Hak asasi manusia atas pembubaran front pembela islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Ber-
sama Menteri tersebut bahwa terhadap Hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat tidak boleh di larang karena 
menyangkut hak dasar warga Negara dalam Negara demokrasi namun disisi lain hak – hak tersebut harus dibatasi oleh hukum 
dan undang – undang   Atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kata kunci: Yuridis, Pembubaran Front Pembela Islam.
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Pendahuluan
Organisasi Masyarakat yang selanjutnya dising-
kat (ORMAS) merupakan peran serta masyarakat 
dalam melaksanakan pembangunan untuk memaju-
kan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. 
Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia 
sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad 
ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi 
proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari 
organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya In-
donesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan 
dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia. Peningkatan peran dan fungsi organisasi ke-
masyarakatan dalam pembangunan memberi kon-
sekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan 
organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kaidah 
organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai organ-
isasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, 
transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika 
organisasi kemasyarakatan dengan segala kompleksi-
tasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum 
yang lebih komprehensif melalui undang-undang.1 
Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan 
salah satu hak kunci (key right) dalam HAM, karena 
dengan kebebasan tersebut manusia dapat menikma-
ti hak dan kebebasan lainnya yang ditetapkan oleh 
hukum. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bu-
kan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan 
tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang 
juga harus ditetapkan dalam undang-undang. Hal 
ini bukan saja merupakan cerminan, melainkan pra-
syarat dalam sebuah negara demokrasi. Pembatasan 
tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan un-
tuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan 
publik (national security or public safety), ketertiban 
umum (public order), perlindungan kesehatan dan 
moralitas publik (public health or morals), dan per-
lindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.2 
Menurut Hans Kelsen bahwa salah satu esensi 
demokrasi terletak pada ada tidaknya sebuah kom-
promi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk 
menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah 
negara. Kompromi menjadi sebuah syarat utama 
dalam penentuan apakah sebuah negara menganut 
prinsip demokrasi adanya kesalahpahaman atas per-
an Negara/Pemerintah dihadapan para pendukung 
Ormas.
 Dengan adanya jaminan kebebasan untuk berser-
ikat atau berorganisasi (freedom of association), kebe-
basan berkumpul (freedom of assembly), dan kebe-
basan menyatakan pendapat (freedom of expression) 
diatur secara tegas dalam konstitusi. Hal ini berarti 
bahwa kebebasan untuk membentuk, ikut serta dalam 
keanggotaan, dan menjadi pengurus organisasi da-
lam kehidupan bermasyarakat merupakan hak setiap 
warga negara yang diatur dalam konstitusi. Sehingga 
tidak lagi diperlukan adanya pengaturan oleh undang-
undang untuk memastikan adanya kemerdekaan atau 
kebebasan bagi setiap orang untuk berorganisasi da-
lam wilayah negara Republik Indonesia. Hanya saja, 
bagaimana cara kebebasan itu digunakan, apa saja 
syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembi-
naan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan 
pembubaran organisasi itu tentu masih harus diatur 
lebih rinci, yaitu dengan undang-undang beserta per-
aturan pelaksanaannya agar sesuai dengan kepriba-
dian dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah 
ditetapkan di dalam Pancasila dan Undang-undang 
Dasar Negara Republik (UUD NRI)1945. 
Selain itu dijelaskan dalam UUD 1945 secara lang-
sung dan tegas memberikan jaminan kebebasan un-
tuk berserikat atau berorganisasi (freedom of associa-
tion), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), 
dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of 
expression). Artinya, kebebasan untuk membentuk, 
ikut serta dalam keanggotaan, dan menjadi pengurus 
organisasi dalam kehidupan bermasyarakat meru-
pakan hak setiap warga negara yang diatur dalam 
konstitusi. Sehingga tidak lagi diperlukan adanya 
pengaturan oleh undang-undang untuk memastikan 
adanya kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap 
orang untuk berorganisasi dalam wilayah negara Re-
publik Indonesia.3 
 Hanya saja, bagaimana cara kebebasan itu digu-
nakan, apa saja syarat-syarat dan prosedur pemben-
tukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pen-
gawasan, dan pembubaran organisasi itu tentu masih 
harus diatur lebih rinci, yaitu dengan undang-undang 
beserta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan oleh 
negara terhadap kebebasan berserikat, berkumpul 
dan menyatakan pendapat bagi warga negaranya, 
diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang 
1Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran OR-
MAS (Organisasi Kemasyarakatan), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 
13-14
2Latipulhayat, Atip. 2017. Due Process of Law, Jurnal Ilmu Hukum Pad-
jajaran, 4 (2), h (i).
3Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari 
UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945, h. 24
4Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2017), 
h.24
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dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang. 
Pembatasan tersebut dengan bertujuan untuk men-
jamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang di-
tentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 
Negara juga mempunyai kewajiban untuk men-
gatur keberlakuan asas kebebasan berserikat dan 
berkumpul ini bagi orang asing yang tinggal di 
Indonesia, maka dari itu untuk memfasilitasi ke-
bebasan berpendapat, berserikat, mengemukakan 
pemikiran sesuai dengan hak-hal yang di nisbat-
kan oleh konstitusi tepatnya UUD amandemen ke 
2 maka dibentuklah Undang-Undang tentang Hak 
Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan juga 
khususnya tentang kebebasan berserikat, berkum-
pul juga di atur dengan Undang-Undang tentang 
Organisasi kemasyarakatan Nomor 17 tahun 2013 
sebagaimana sudah di ubah dengan peraturan pe-
merintah pengganti Undang-Undang yang menjadi 
Undang-undang nomor 02 tahun 2017 tentang or-
ganisasi kemasyarakatan (Ormas).
Salah satunya eks organisasi kemasyarakatan 
yang dianggap pemerintah membahayakan ke-
hidupan berbangsa dan bernegara tersebut yang 
belakangan ini sudah resmi di bubarkan adalah or-
ganisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh Habib 
Rizieq Shibab yaitu Front Pembela Islam pem-
bubaran tersebut dinilai bertujuan untuk menjaga 
kedaulatan dan eksistensi idelogi pancasila sebagai 
dasar Negara yang merupakan konsesus bersama 
seluruh bangsa Indonesia sehingga keberadaan 
Ormas Front Pembela Islam atau FPI yang diang-
gap dan diasumsikan publik memiliki asas dan ori-
entasi yang bertentangan dengan pancasila yang 
menawarkan gagasan dengan sistem kekhalifahan 
Islam yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa yang 
bercirikan kebhinekaan dan saling menghormati di 
dalam perbedaan dengan penuh kedamaian. 
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan hukum atas terbitnya 
Surat Keputusan Bersama Menteri dalam me-
mutuskan membubarkan Organisasi Masyarakat 
Front Pembela Islam?. 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Administrasi atas 
Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pem-
bela Islam?. 
3. Bagaimana Tinjauan Hak Asasi Manusia atas 
Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pem-
bela Islam?. 
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami serta men-
ganalisis pertimbangan hukum Surat Keputusan 
Bersama menteri dalam memutuskan membubar-
kan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan 
Hukum Administrasi atas Pembubaran Organisasi 
Masyarakat Front Pembela Islam.
3. Untuk mengetahui dan memahami serta men-
ganalisis Tinjauan Hak asasi manusia terhadap 
Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pem-
bela Islam.
Metode Penelitian
Penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang 
dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan 
cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas 
hukum serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 
dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni 
dengan mempelajari buku-buku, peraturan perun-
dang-undangan dan dokumen lain yang berhubun-
5Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Yogya-
karta: Liberty, Yogyakarta, 1982), h. 1
6Soemitro Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan I, II, & III, (Bandung : 
PT. Eresco, 1998), h. 94
7Soemitro Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan I, II, & III, h. 95
8Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2013), h., 5-7
9Lihat Undang – undang nomor 12 tahun 2011 jo Undang – undang 
nomor 15 tahun
102019 tentang peraturan – perundang-undangan Pasal 8 ayat (1)
11Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Ja-
karta : Sinar Grafika, 2015 H.67
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gan dengan penelitian ini.4 
Kajian Teori
Konsep Teori Keputusan (Beschikking)
1. Teori Keputusan 
Pemerintahan yang baik dan dapat dikatakan ber-
jalan efektif dari sudut pandang hukum birokrasi pe-
merintahan, apabila pemerintahnya diberi kewenan-
gan untuk memproduksi dua produk hukum yakni 
peraturan perundang undangan dan keputusan. Pera-
turan perundang-undangan merupakan produk hu-
kum yang bersifat in abstractum atau dengan kata lain 
peraturan perundang-undangan merupakan produk 
hukum tertulis yang materinya atau substansinya atau 
isinya mempunyai daya ikat sebagian atau seluruh 
penduduk wilayah negara.
Berbeda dengan keputusan yang dalam konteks 
birokrasi pemerintahan dikenal dengan istilah kepu-
tusan tata usaha negara yang merupakan produk hu-
kum yang bersifat in concreto. Keputusan tata usaha 
negara merupakan penetapan tertulis yang diproduksi 
atau dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang men-
dasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, 
bersifat konkrit, individual dan final.5  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, memuat ketentuan bahwa yang di-
maksudkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara 
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ber-
dasarkan peraturan perundang undangan yang ber-
laku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau ba-
dan hukum perdata. Dikemukakan dalam penjelasan 
terhadap pasal ini bahwa, penetapan tertulis terutama 
menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk kepu-
tusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara. Keputusan tersebut memang diharus-
kan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah 
bentuk formalnya seperti surat keputusan pengang-
katan dan sebagainya.  Hal ini dimaksudkan untuk 
kemudahan dari segi pembuktiannya nanti sehingga, 
hanya dibutuhkan kejelasan soal, pertama Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara yang mana yang menge-
luarkannya; kedua, maksud serta mengenai hal apa 
isi tulisan tersebut dan ketiga, kepada siapa tulisan itu 
dituju dan apa yang ditetapkan didalamnya.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terdiri atas 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat dan 
di daerah yang melakukan kegiatan atau yang melak-
sanakan tugas eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha 
Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum 
Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak 
atau kewajiban pada orang lain.6 
Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret 
artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata 
Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud terten-
tu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya 
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditun-
juk untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun 
hal yang dituju. Bersifat final artinya Keputusan Tata 
Usaha Negara sudah definitif dan karenanya dapat 
menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih 
membutuhkan persetujuan instansi atasan lain belum 
bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan 
suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersang-
kutan.7 
Teori Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
1. Pengertian Organisasi Masyarakat
Ormas secara konkret merupakan organisasi yang 
sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari ting-
kat tertinggi atau pusat sampai tingkat terendah atau 
pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. 
Sebelum membahas lebih jauh tentang ormas, maka 
alangkah baiknya kita ketahui dulu tentang pengertian 
organisasi dan ormas itu sendiri, sehingga diharapkan 
setelah mengetahui pengertiannya, akan dengan mu-
dah membawa dan memberikan pemahaman kepada 
kita secara utuh tentang ruang lingkup dan kiprah or-
mas secara keseluruhan.8 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pertimban-
gan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri 
Memutuskan Untuk Membubarkan Organisasi 
Masyarakat Front Pembela Islam (FPI)
Peraturan menteri dalam Undang-Undang No-
mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai 
UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal 
ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut 
keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 
12/2011. Terdapat dua syarat agar peraturan-pera-
turan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12/2011 
memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perun-
dang-undangan, yaitu:9
1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undan-
gan yang lebih tinggi; atau
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.
Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam pera-
turan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan 
pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undan-
gan yang dibentuk atas dasar:
1. Atribusi pembentukan peraturan perundang-un-
dangan; dan
2. Delegasi pembentukan peraturan perundan-un-
dangan
Kewenangan perundang-undangan diartikan pen-
ciptaan wewenang (baru)oleh konstitusi/grondwet 
atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) 
yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang 
sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.10 
Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perin-
tah dari undang-undang tersebut dikategorikan seba-
gai peraturan perundang-undangan atas dasar dele-
gasi (delegated legislation). Dengan demikian, secara 
umum peraturan perundang-undangan delegasi ada-
lah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
atas dasar perintah peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi.
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Atas Surat 
Keputusan Bersama Menteri Tentang Pembubaran 
Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI)
Surat Keputusan Bersama Menteri tentang status 
badan hukum gabungan kementerian yang terkait 
dan juga lembaga penegak hukum masuk dalam ra-
nah hukum administrasi negara yakni perbuatan hu-
kum yang dilakukan oleh aparat administrasi Negara 
berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat 
suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara 
sesama administrasi Negara maupun antara adminis-
trasi Negara dan warga masyarakat. 
Asas Contrarius Actus adalah asas yang menya-
takan badan atau pejabat tata usaha Negara yang 
menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan 
sendirinya juga berwenang membatalkannya in casu 
pemberian status badan hukum ormas dan pencabu-
tannya oleh Kementerian Hukum dan HAM Sehingga 
dapat dinilai sudah memenuhi standard ketentuan hu-
kum  yang memberikan wewenang bagi Pemerintah 
untuk segera mengambil tindakan terhadap Ormas 
yang menurut pendangan Pemerintah nyata-nyata 
menganut, mengembangkan, serta menyebarkan pa-
ham yang bertentangan dengan Pancasila.
Pandangan Hak Asasi Manusia Atas Surat 
Keputusan Bersama Menteri Tentang Pembuba-
ran Front Pembela Islam (FPI).
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar 
yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersi-
fat universal dan langgeng. 37 UUD 1945 amandemen 
ke empat Pasal 28 dan 28 E. 38UUD 1945 amande-
men ke empat Pasal 28 J 29 Mulai dari hak untuk 
hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak-
hak lainnya yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh 
karena itu HAM itu harus dilindungi, dihormati, diper-
tahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas 
oleh siapapun. Dalam HAM juga terdapat hak untuk 
berkumpul,dimana masyarakat bebas untuk berkum-
pul atau membentuk organisasi sesuai dengan ke-
inginan mereka  serta dalam jalannya pemerintahan 
dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi 
manusia dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”.
Ormas berdasarkan bunyi pasal diatas mempunyai 
kedudukan kebebasan, dimana kebebasan tersebut 
yang menjadi dasar bagi setiap masyarakat untuk 
membuat suatu wadah agar dapat menyalurkan as-
pirasinya serta berperan aktif dalam penyelenggaraan 
negara dan pemerintahan dengan membentuk organ-
isasi masyarakat. Wujud partisipasi masyarakat ini 
merupakan suatu upaya konkret dalam pengemban-
gan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan, 
kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran yang meru-
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pakan implementasi dalam menerapkan HAM.
Kesimpulan 
Pertimbangan atas terbitnya surat keputusan ber-
sama menteri yang mencakup instansi kementerian 
dan lembaga penegak hukum kepolisian dan kejak-
saan memuat tiga aspek yaitu aspek filosofis,sosiologis 
dan yuridis, aspek filosofis dipertimbagkan bahwa 
Front Pembela Islam (FPI) memiliki ideology yang 
bertentangan dengan Pancasila yang merupakan roh 
dan jiwa bangsa, aspek sosiologis Bahwa FPI dinilai 
meresahkan ketertiban, keamanan masyarakat yang 
dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, aspek 
yuridis bahwa dasar, tujuan dan aktivitas FPI dinilai 
bertentangan dengan norma hukum positif yang ber-
laku mengikat diindonesia.
Hukum Administrasi menilai pembubaran front 
pembela islam melalui Surat keputusan bersama 
menteri menyatakan tidak terdaftar sebagai organisasi 
masyarakat yang secara de jure dianggap bubar terse-
but sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme 
yang ada dengan hanya tidak diperpanjang status 
badan hukumnya yang secara de jure otomatis tidak 
diakui lagi legalitasnya sebagai badan hukum.
Pandangan Hak asasi manusia atas pembubaran 
front pembela islam (FPI) berdasarkan Surat Keputu-
san Bersama Menteri tersebut bahwa terhadap Hak 
berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat 
tidak boleh di larang karena menyangkut hak dasar 
warga Negara dalam Negara demokrasi namun disisi 
lain hak-hak tersebut harus dibatasi oleh hukum dan 
undang – undang      Atau melalui putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap.
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